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ABSTRACT

The study entitled "Analysis of Land Dispute Resolution between Landowners and Land
Right Occupiers (A Study of Supreme Court Decision No. 3358/K/PDT/2025)" was motivated by the
increasing number of land disputes arising from conflicts between legal ownership and factual
possession. This study addresses three research problems: the causes of the dispute, the implications
of Supreme Court Decision No. 3358/K/PDT/2025 for the parties, and the resolution efforts
following the final court decision. The research aims to analyze the causes of the dispute, the legal
implications of the decision, and appropriate dispute resolution efforts to achieve legal certainty
and justice.

This research employed a qualitative case study approach. Data were collected through
interviews, documentation, and an analysis of Supreme Court Decision No. 3358/K/PDT/2025. The
data were analyzed using thematic analysis. The study was based on the theories of legal certainty,
legal protection, dispute resolution, and land rights to examine the legal issues surrounding the
dispute.

The findings indicate that the dispute resulted from differences between certified Building
Use Rights ownership and long-standing factual possession by local residents. The Supreme Court
decision strengthened legal certainty for the registered landowner, although its execution
encountered social challenges. The study concludes that mediation should be prioritized before
litigation, supported by fair law enforcement to ensure legal certainty and balanced protection of

the rights of all parties.

Keywords: land dispute, ownership rights, factual possession, legal proof, dispute resolution.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa pertanahan masih menjadi fenomena yang dominan muncul pada
peradilan perdata Indonesia. Sengketa dapat terjadi akibat ketidakpastian status
kepemilikan atau penguasaan pada suatu hak atas tanah yang dilakukan secara
ilegal (Sebayang, 2024) selain itu masalah tumpang tindih klaim penguasaan
kepemilikan menimbulkan konflik antara pihak pihak yang berkepentingan
sengketa tersebut kerap muncul akibat perbedaan kepentingan (Luvianti dan Rasji,
2023) dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketidakseimbangan antara
penguasaan faktual dan penguasaan yuridis juga menjadi faktor pertimbangan.
Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang ideal dengan
realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa
pertanahan melalui jalur peradilan seringkali menitikberatkan pada pembuktian
formal hak atas tanah, terutama sertipikat, sebagai dasar perlindungan hukum.
Namun demikian penelitian lain juga mengungkap bahwa pendekatan normatif
belum tentu menyelesaikan akar konflik, karena sengketa pertanahan kerap
dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Meskipun
telah banyak penelitian mengenai sengketa pertanahan dan perlindungan hukum
pemegang hak atas tanah, masih terdapat celah penelitian terkait analisis
penyelesaian terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam perkara yang
melibatkan konflik antara pemilik hak atas tanah dengan masyarakat penguasa
objek tanah. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis normatif
terhadap peraturan perundang - undangan atau putusan secara terpisah, tanpa
melihat penyelesaian secara berjenjang dan makna yang terkandung didalamnya.

Berdasarkan perkara antara PT Jimbaran Hijau melawan I Wayan Bulat,
S.H., sengketa timbul kaena penggugat mendalilkan dirinya sebagai pemegang hak
yang sah atas SHGB Nomor 370/Jimbaran dan SHGB Nomor 372/Jimbaran,
sedangkan tergugat tetap menguasai dan menempati objek sengketa sehingga

perkara ini menunjukkan adanya benturan antara hak formal yang terdaftar dengan



klaim penguasaan faktual di lapangan. Isi dari amar putusan yang belum atau tidak
bisa dilakukan tindakan eksekusi di lapangan tidak memberikan kepastian hukum
kepada kedua belah pihak.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis
penyelesaian perkara pertanahan antara pemilik Hak Guna Bangunan dengan
masyarakat penguasa objek tanah sebagaimana tercermin dalam Putusan Kasasi
Nomor 3358/K/Pdt/2025. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami
aspek normatif empiris dari putusan tersebut tetapi juga menggali fenomena hukum
yang melatarbelakangi sengketa dan relevansi bentuk penyelesaian yang dapat
dilakukan dalam perkara pertanahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pertanahan,
sekaligus menjadi bahan refleksi bagi praktik penyelesaian sengketa tanah di
Indonesia.

Kesenjangan ini diperkuat oleh fakta bahwa studi yang ada sebelumnya
cenderung membahas konflik secara umum atau pada tingkat kebijakan makro,
tanpa secara spesifik menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, seperti Putusan Nomor 3358/K/PDT/2025. Putusan tersebut
menawarkan kesempatan untuk memahami dinamika konflik antara pemilik dan
penguasa hak atas tanah dari perspektif yudisial, serta mengevaluasi konsistensi dan
kejelasan penegakan hukum dalam kasus konkret. Penelitian ini akan mengisi
kekosongan tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap putusan
pengadilan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang
mekanisme penyelesaian perkara pertanahan melalui jalur litigasi dan penyelesaian
permasalahannya.

Penelitian ini berupaya memberikan kebaruan dengan fokus kualitatif pada
Putusan Nomor 3358/K/PDT/2025, yang belum pernah diteliti sebelumnya, sebagai
unit analisis utama. Analisis ini tidak hanya akan melihat substansi putusan, tetapi
juga konteks di balik perkara tersebut, serta implikasi putusan terhadap kedua belah
pihak. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang holistik mengenai proses
penyelesaian perkara pertanahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi empiris dan teoretis yang signifikan terhadap literatur hukum agraria di

Indonesia.



B.

Urgensi penelitian ini terletak pada kompleksitas perkara pertanahan di
Indonesia yang terus meningkat, memerlukan kajian mendalam terhadap upaya
penyelesaian yang efektif dan berkeadilan. Penyelesaian perkara pertanahan yang
tidak tuntas atau tidak memuaskan dapat menciptakan ketidakpastian hukum,
memicu konflik berkelanjutan, dan menghambat investasi di sektor agraria.
Analisis terhadap Putusan Nomor 3358/K/PDT/2025 akan memberikan gambaran
konkret mengenai tantangan dan peluang dalam penyelesaian sengketa kepemilikan
dan penguasaan tanah melalui jalur peradilan. Pemahaman yang lebih baik tentang
bagaimana putusan pengadilan mempengaruhi para pihak akan membantu dalam
merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Penelitian ini juga mendesak untuk dilakukan mengingat pentingnya
kepastian hukum dalam pembangunan nasional dan perlindungan hak-hak dasar
masyarakat atas tanah. Dengan memahami secara detail dinamika penyelesaian
perkara pertanahan di tingkat kasasi, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para
praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan. Studi ini juga berkontribusi
pada upaya mewujudkan keadilan agraria yang lebih baik, khususnya bagi
masyarakat yang terlibat dalam sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah. Hasil
penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem
peradilan di Indonesia serta meningkatkan kepastian hukum bagi pemilik dan

penguasa hak atas tanah.

Identifikasi Masalah

Latar belakang telah menguraikan kompleksitas masalah kepemilikan dan
penguasaan tanah yang seringkali menjadi pemicu konflik agraria. Ketidakjelasan
hak dan tumpang tindih klaim merupakan akar permasalahan yang menghambat
pembangunan serta menciptakan ketidakadilan. Konflik ini, jika tidak diselesaikan
secara efektif, berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang
berkepanjangan bagi masyarakat. Kajian terhadap putusan pengadilan menjadi
penting untuk memahami bagaimana upaya penyelesaian perkara pertanahan
diimplementasikan dan apa saja tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menyoroti
sejumlah masalah krusial terkait penyelesaian perkara pertanahan yang melibatkan

pemilik dan penguasa hak atas tanah.



Beberapa masalah dapat diidentifikasi berdasarkan fenomena yang terjadi
dan relevansi dengan Putusan Nomor 3358/K/PDT/2025:

1. Dasar hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 3358/K/PDT/2025
untuk menentukan hak kepemilikan dan penguasaan tanah seringkali tidak
jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan
regulasi pertanahan yang ada. Proses identifikasi dasar hukum yang relevan
juga memerlukan kejelian dan pemahaman mendalam terhadap riwayat
kepemilikan tanah yang rumit.

2. Proses pembuktian kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah dalam kasus-
kasus  sengketa  pertanahan,  sebagaimana  Putusan = Nomor
3358/K/PDT/2025, seringkali rumit dan membutuhkan interpretasi
mendalam terhadap alat bukti yang disajikan. Keterbatasan alat bukti atau
adanya bukti yang saling bertolak belakang, serta perbedaan pendapat para
pihak dapat memperlambat jalannya persidangan. Penelusuran riwayat
kepemilikan tanah yang panjang juga menambah kompleksitas pembuktian
dalam proses hukum.

3. Implikasi dari Putusan Nomor 3358/K/PDT/2025 terhadap pihak-pihak
yang terlibat, baik pemilik maupun penguasa hak atas tanah, perlu dikaji
secara mendalam untuk memahami dampak yang ditimbulkan oleh putusan
tersebut. Putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum,
tetapi juga memengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga implikasinya
harus dipertimbangkan secara komprehensif. Perubahan status kepemilikan
atau penguasaan tanah dapat memicu ketidakpuasan atau konflik baru jika
tidak dikelola dengan baik.

Salah satu bentuk sengketa pertanahan yang sering terjadi adalah konflik
antara pemilik hak atas tanah yang memiliki alas hak formal dengan masyarakat
yang secara fisik menguasai atau memanfaatkan tanah tanpa dasar hak yang sah.
Fenomena ini memperlihatkan adanya dualisme antara kepemilikan yuridis yang
dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah dan penguasaan faktual yang
berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Dalam perspektif hukum pertanahan,
sertipikat hak atas tanah termasuk Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

merupakan bukti kepemilikan yang sah. Namun pembuktian dokumen legal melalui



sertipikat pun bukan solusi yang terbaik dalam kasus sengketa tanah. Justru dalam
banyak perkara, sertipikat menjadi titik awal konflik.

Dokumen perkara memperlihatkan perbedaan tegas antara legal ownership
dan penguasaan fisik. SHGB perusahaan diakui sebagai hak yuridis sah. Warga
mengklaim tanah sebagai warisan leluhur yang belum pernah dilepas. Hakim
memeriksa bukti sertipikat, akta jual beli, dan saksi penggarap. Pengadilan menilai
bukti formal lebih kuat.

Masyarakat menilai putusan tidak adil. Ketegangan tetap berlangsung
setelah putusan berkekuatan tetap. Tembu, Puspadewi, Kurniawan, dan Yuliantari
menekankan kesulitan membuktikan perbuatan melawan hukum dalam sengketa
tanah (Tembu et al., 2025). Ketika dokumen formal berbeda dengan fakta lapangan,
hakim menghadapi dilema. Studi tersebut menilai pentingnya saksi ahli dan peta
historis.

Fenomena tersebut juga tercermin dalam perkara pertanahan yang menjadi
objek penelitian ini, yaitu sengketa antara pemilik Hak Guna Bangunan atas SHGB
No. 370/Jimbaran dan SHGB No. 372/Jimbaran di Desa Jimbaran, Kabupaten
Badung, dengan masyarakat yang secara fisik menguasai objek tanah. Sengketa ini
kemudian diperiksa dan diputus melalui proses peradilan berjenjang, mulai dari
Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Denpasar, hingga Mahkamah
Agung Republik Indonesia. PT Jimbaran Hijau mengajukan gugatan perbuatan
melawan hukum ke Pengadilan Negeri Denpasar melalui surat gugatan tanggal 2
April 2024 yang didaftarkan pada 3 April 2024 dalam Register Nomor
436/Pdt.G/2024/PN Dps. Gugatan diajukan karena I Wayan Bulat, S.H.

Didalilkan telah masuk, menempati, dan menguasai tanpa izin dua bidang
tanah milik penggugat yang terdaftar dalam SHGB Nomor 370/Jimbaran seluas
21.222 m*> dan SHGB Nomor 372/Jimbaran seluas 56.160 m? Sebelum
pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, para pihak terlebih dahulu menempuh
mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Mei 2024, upaya
perdamaian tersebut tidak berhasil.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Denpasar melalui Putusan Nomor
436/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 6 Januari 2025 menolak eksepsi tergugat dan turut

tergugat II, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan



penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas objek sengketa, serta menyatakan
perbuatan tergugat yang masuk, menempati, dan menguasai tanah tanpa izin
sebagai perbuatan melawan hukum. Pengadilan juga menghukum tergugat untuk
membongkar, mengosongkan, dan menyerahkan kembali tanah yang dikuasainya
kepada penggugat, sementara gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya.

Terhadap putusan tersebut, tergugat mengajukan banding pada 13 Januari
2025, disertai memori banding tanggal 19 Januari 2025, sedangkan pihak
penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Januari 2025. Dalam
pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa
putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di
persidangan, sehingga putusan tersebut dipertahankan dan dikuatkan.

Setelah itu, tergugat menempuh kasasi setelah putusan banding
diberitahukan pada 6 Maret 2025. Permohonan kasasi diajukan pada 18 Maret 2025,
memori kasasi diterima pada 8 April 2025, dan kontra memori kasasi diajukan pada
25 April 2025. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3358 K/Pdt/2025
kemudian menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan bahwa judex facti
tidak salah menerapkan hukum, sebab pokok sengketa memang berkaitan dengan
penguasaan objek sengketa oleh tergugat atas tanah yang telah bersertipikat atas
nama PT Jimbaran Hijau. Dengan ditolaknya kasasi tersebut, maka putusan

Pengadilan Negeri yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tetap berlaku.

Tabel 1.1 Riwayat Perjananan Kasus

Tanggal Peradilan & Tahap / Amar Singkat Posisi
Putusan | Nomor Perkara Upaya Perkara
Hukum Sesudahnya
6 Jan Pengadilan Negeri | Putusan Mengabulkan Tergugat
2025 Denpasar No. tingkat gugatan PT mengajukan
436/Pdt.G/2024/PN | pertama Jimbaran Hijau; | banding.
Dps menyatakan [
Wayan Bulat
melakukan
Perbuatan
Melawan
Hukum,;
memerintahkan
pengosongan
lahan & ganti
rugi.




5 Mar Pengadilan Tinggi | Banding Menerima Pemohon
2025 Denpasar No. atas PN 436 | banding secara | banding
44/PDT/2024/PT formal namun | mengajukan
DPS menolak kasasi.
materiil,;
menguatkan
putusan PN
436;
membebankan
biaya Rp 150
000.
8 Okt Mahkamah Agung | Kasasi Menolak Perkara
2025 No. 3358 kasasi [ Wayan | kepemilikan
K/Pdt/2025 Bulat; putusan | tanah
PT Denpasar berkekuatan
tetap berlaku; hukum tetap
biaya kasasi Rp | (inkracht).
500 000.
17 Mar | Pengadilan Negeri | Pemeriksaan | Menyatakan Penggugat
2025 Denpasar No. pendahuluan | tidak sah mengajukan
142/Pdt.G/2025/PN | Class Action | gugatan banding.
Dps perwakilan
kelompok;
menghentikan
pemeriksaan;
biaya Rp 484
000.
22 Mei | Pengadilan Tinggi | Banding Menolak Gugatan
2025 Denpasar No. atas PN 142 | banding; class action
95/PDT/2025/PT menguatkan berakhir,
DPS putusan PN tidak
142; biaya berlanjut ke
banding Rp 150 | kasasi.
000.

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2026

Perkara tersebut tidak hanya memperlihatkan konflik kepentingan antara

pemegang hak dan penguasa fisik tanah, tetapi juga menghadirkan persoalan hukum

yang lebih kompleks, yaitu mengenai bagaimana hukum memaknai perbuatan

penguasaan tanah tanpa hak, bagaimana unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

ditetapkan dalam konteks pertanahan, serta bagaimana negara melalui pengadilan

memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang sah.

Dengan demikian, perkara ini tidak semata mata bersifat kasuitis, melainkan

mencerminkan problem struktural dalam penyelenggaraan hukum pertanahan.




Dari sisi fenomenologis, sengketa ini merepresentasikan pengalaman
hukum (legal experience) para pihak yang terlibat. Bagi pemilik hak atas tanah,
sertipikat yang dimiliki tidak serta merta memberikan rasa aman ketika berhadapan
dengan penguasaan fisik oleh pihak lain. Sementara itu, bagi masyarakat penguasa
objek tanah, penguasaan yang berlangsung dalam kehidupan sehari hari sering kali
dimaknai sebagai bentuk legitimasi atas tanah meskipun tidak diakui secara yuridis.
Pertemuan dua pengalaman hukum yang berbeda inilah yang kemudian berujung
pada konflik dan sengketa di ranah peradilan.

Pembuktian dalam sengketa hak milik atas tanah akan menjadi semakin
kompleks apabila ketika melibatkan aspek-aspek seperti penguasaan dengan itikad
baik, prinsip rechtsverwerking (pelepasan hak), penelantaran tanah, dan daluwarsa
(verjaring) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Meskipun secara normatif hak milik atas tanah telah ditetapkan sebagai hak terkuat
dan paling lengkap dalam struktur hukum agraria nasional, dalam praktiknya masih
banyak permasalahan yang muncul di lapangan, salah satunya adalah meningkatnya
sengketa kepemilikan tanah meskipun sertipikat hak atas tanah telah diterbitkan
oleh pemerintah secara masif. Sertipikat tersebut seharusnya menjadi alat bukti kuat
kepemilikan dan memberikan perlindungan hukum bagi pemegang haknya, namun
sistem pendaftaran tanah yang menganut asas publisitas negatif sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah

Dalam konteks ini, putusan pengadilan menjadi arena penting untuk melihat
bagaimana hukum bekerja berserta pelaksanaanya. Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 436/Pdt.G/2024/PN Dps, yang kemudian dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung memberikan gambaran
mengenai penilaian hubungan antara hak atas tanah yang bersifat yuridis dengan
penguasaan faktual oleh masyarakat. Putusan tersebut juga menunjukkan
bagaimana PMH yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan
yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut".

Dengan unsur-unsurnya berupa adanya perbuatan melawan hukum, adanya

kesalahan, adanya kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian



C.

diterapkan dalam sengketa pertanahan. Selain persoalan normatif mengenai
kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah, sengketa pertanahan juga
memperlihatkan adanya persoalan implementasi hukum dalam praktik sebenarnya.
Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak selalu serta-merta
dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.

Dalam perkara pertanahan yang menjadi fokus penelitian ini, Putusan
Kasasi Nomor 3358/K/Pdt/2025 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen
penyelesaian sengketa antara pemilik hak atas tanah dan masyarakat penguasa
objek tanah, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana hukum pertanahan dijalankan
dalam praktik. Putusan tersebut memuat pertimbangan hukum yang menegaskan
kedudukan sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai alat bukti hak yang sah,
sekaligus menilai penguasaan tanah tanpa alas hak sebagai perbuatan melawan
hukum. Dengan demikian, putusan ini memiliki arti penting dalam mempertegas

batas antara penguasaan faktual dan kepemilikan yuridis atas tanah.

Rumusan Masalah

Permasalahan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah secara terus-
menerus memicu sengketa agraria yang kompleks. Ketidakpastian hukum
mengenai hak atas tanah serta tumpang tindih klaim seringkali menjadi penyebab
utama konflik berkepanjangan. Upaya penyelesaian perkara pertanahan memiliki
peranan penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.
Kajian terhadap putusan pengadilan menjadi krusial untuk menganalisis efektivitas
mekanisme penyelesaian sengketa serta tantangan yang muncul dalam proses
implementasinya. Penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan mendasar
terkait penyelesaian perkara pertanahan melalui putusan pengadilan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab perkara pertanahan antara pemilik Hak Atas Tanah dengan
masyarakat penguasa tanah SHGB No.370/Jimbaran dan SHGB No.
372/Jimbaran?

2. Bagaimana implikasi putusan No 3358/K/Pdt/2025 pada pemilik Hak Atas
Tanah dengan masyarakat penguasa tanah SHGB No.370/Jimbaran dan
SHGB No. 372/Jimbaran atas objek perkara?



3. Bagaimana upaya penyelesaian perkara atas putusan No 3358/K/Pdt/2025
pada kasus perkara pertanahan antara pemilik Hak Atas Tanah dengan
masyarakat penguasa tanah SHGB No.370/Jimbaran dan SHGB No.
372/Jimbaran?

D. Tujuan Penelitian

Kajian terhadap Putusan Nomor 3358/K/PDT/2025 menjadi fokus utama
untuk mengungkap kompleksitas hukum dan dinamika praktis dalam penanganan
sengketa agraria. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pengembangan teori hukum pertanahan serta penyempurnaan kerangka kebijakan
yang relevan. Temuan penelitian ini berpotensi menjadi rujukan bagi para pihak
yang Dberkepentingan dalam penyelesaian konflik agraria. Pemahaman
komprehensif atas putusan pengadilan akan membantu mengidentifikasi praktik
terbaik dan area yang memerlukan perbaikan dalam sistem peradilan pertanahan.
Proses ini krusial dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik
bagi masyarakat.

Penelitian ini dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab perkara pertanahan antara pemilik Hak Atas
Tanah dengan masyarakat penguasa tanah SHGB No.370/Jimbaran dan
SHGB No. 372/Jimbaran.

2. Untuk menganalisis implikasi putusan No 3358/K/Pdt/2025 pada pemilik
Hak Atas Tanah dengan masyarakat penguasa objek No.370/Jimbaran dan
SHGB No. 372/Jimbaran atas objek perkara.

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perkara atas putusan No
3358/K/Pdt/2025 pada kasus perkara pertanahan antara pemilik Hak Atas
Tanah dengan masyarakat penguasa tanah SHGB No.370/Jimbaran dan
SHGB No. 372/Jimbaran.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan, baik
secara teoritis maupun praktis, terhadap pemahaman dan penyelesaian

permasalahan pertanahan di Indonesia. Kajian ini memberikan pandangan
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mendalam mengenai dinamika hukum dan implementasi putusan pengadilan dalam
sengketa agraria. Temuan penelitian berpotensi menjadi acuan penting bagi
pengembangan kebijakan serta praktik penanganan kasus pertanahan ke depan.
Penelitian ini berkontribusi pada penciptaan keadilan dan kepastian hukum yang
lebih baik dalam sektor agraria. Hasil analisis dapat membantu berbagai pihak
memahami kompleksitas penyelesaian sengketa hak atas tanah. Studi ini juga dapat
mendorong perbaikan mekanisme peradilan pertanahan yang berlaku.

Penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum pertanahan, khususnya
dalam konteks penyelesaian sengketa antara pemilik dan penguasa hak atas tanah
melalui jalur litigasi. Analisis terhadap Putusan Nomor 3358/K/PDT/2025
memberikan perspektif normatif empiris mengenai aplikasi norma hukum, yang
muncul dalam praktiknya. Kajian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan
teori penyelesaian sengketa agraria yang lebih komprehensif. Pemahaman
mendalam terhadap putusan pengadilan ini juga membuka ruang untuk
perbandingan dengan kasus-kasus serupa, sehingga memperkuat generalisasi teori
hukum pertanahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memicu diskusi akademik
lebih lanjut mengenai reformasi hukum agraria yang berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang relevan bagi berbagai pihak
yang terlibat dalam isu pertanahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pemahaman yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu meningkatkan
efektivitas penyelesaian sengketa. Manfaat praktis penelitian ini dapat diuraikan
sebagai berikut:

1. Bagi Taruna, Taruni, dan Mahasiswa pembelajar ilmu hukum. Penelitian ini
menyediakan referensi studi kasus konkret dalam mata kuliah hukum agraria
dan hukum acara perdata, membantu pembelajar memahami implementasi
teori di lapangan serta dinamika penyelesaian perkara pertanahan melalui
putusan pengadilan. Hal ini juga memberikan contoh metodologi penelitian
kualitatif yang relevan. Mahasiswa dapat memanfaatkan analisis ini untuk
mengembangkan pemikiran kritis terhadap sistem peradilan pertanahan.

2. Bagi Praktisi Hukum (Advokat, Hakim, Jaksa, Notaris) Analisis putusan
pengadilan dapat menjadi panduan atau rujukan dalam penanganan perkara

pertanahan serupa, khususnya dalam merumuskan strategi hukum, dan
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mengidentifikasi potensi kendala dalam proses litigasi. Temuan ini
membantu praktisi untuk memberikan nasihat hukum yang lebih akurat
kepada klien. Praktisi juga dapat mengidentifikasi celah hukum yang sering
dimanfaatkan oleh para pihak.

. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai masukan dalam perumusan kebijakan dan perbaikan mekanisme
pendaftaran hak atas tanah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih klaim
atau konflik di masa mendatang. BPN dapat memanfaatkan temuan untuk
meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Perbaikan sistem administrasi
pertanahan merupakan salah satu dampak positif yang diharapkan.

. Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum atas hak atas tanah dan
mekanisme yang tersedia untuk penyelesaian sengketa pertanahan.
Masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara lebih baik.
Pengetahuan ini membantu masyarakat untuk tidak mudah terjerat dalam
konflik agraria.

. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk
melakukan studi lanjutan, baik dengan fokus pada aspek hukum yang
berbeda maupun dengan menggunakan pendekatan atau studi kasus yang
lain. Peneliti lain dapat mengembangkan kerangka analisis yang digunakan
dalam penelitian ini. Referensi ini mendorong eksplorasi isu pertanahan

yang lebih mendalam dan komprehensif.
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BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Berikut merupakan simpulan utama dari penelitian mengenai analisis upaya
penyelesaian  perkara pertanahan berdasarkan studi Putusan Nomor
3358/K/PDT/2025. Simpulan ini disusun sesuai dengan rumusan masalah yang
telah ditetapkan. Berbagai temuan yang dihasilkan memberikan gambaran
komprehensif mengenai kompleksitas sengketa agraria antara pemilik hak atas
tanah dan masyarakat penguasa tanah. Penelitian ini secara khusus menyoroti
dinamika yang terjadi dalam kasus yang melibatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) Nomor 370/Jimbaran dan SHGB Nomor 372/Jimbaran.

1. Penyebab perkara pertanahan antara pemilik Hak Atas Tanah PT. Jimbaran
Hijau dengan masyarakat penguasa tanah I Wayan Bulat terkait SHGB No.
370/Jimbaran dan SHGB No. 372/Jimbaran adalah sengketa kepemilikan
dan penguasaan hak atas tanah secara komprehensif. Sengketa ini tidak
hanya terbatas pada masalah batas tanah semata, melainkan mencakup klaim
atas hak kepemilikan dan penguasaan fisik tanah. Kantor Pertanahan
Kabupaten Badung mengakui adanya permasalahan terkait SHGB No. 370
dan SHGB No. 372, yang menjadi inti dari konflik agraria tersebut.
Ketidaksesuaian antara pencatatan formal dan kondisi penguasaan faktual
memicu timbulnya sengketa yang berkepanjangan.

2. Implikasi Putusan Nomor 3358/K/PDT/2025 pada pemilik Hak Atas Tanah
PT. Jimbaran Hijau dan masyarakat penguasa tanah I Wayan Bulat atas
objek perkara sangat signifikan. Putusan ini menegaskan legalitas
penguasaan fisik yang dilakukan oleh I Wayan Bulat terhadap tanah dalam
SHGB No. 370 dan SHGB No. 372, meskipun terdapat kepemilikan formal
dari PT. Jimbaran Hijau. Keputusan Mahkamah Agung ini menciptakan
preseden hukum mengenai pengakuan hak-hak tradisional atau penguasaan
turun-temurun, yang seringkali bertentangan dengan kepemilikan

berdasarkan sertipikat. Kondisi ini memberikan dampak pada status hukum
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objek sengketa, dengan mempertimbangkan aspek historis dan sosiologis
penguasaan tanah oleh masyarakat lokal.
3. Upaya penyelesaian perkara atas Putusan Nomor 3358/K/PDT/2025 pada
kasus pertanahan antara pemilik Hak Atas Tanah PT. Jimbaran Hijau dengan
masyarakat penguasa tanah I Wayan Bulat telah melibatkan beberapa
tahapan. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung melalui Seksi Pengendalian
dan Penanganan Sengketa telah melakukan penelitian fisik dan pengecekan
lapangan sebagai bagian dari upaya penyelesaian. Hasil verifikasi lapangan
mengkonfirmasi bahwa objek sengketa adalah tanah di Kelurahan Jimbaran
yang tercatat dalam SHGB No. 370 dan SHGB No. 372, dengan kondisi
penguasaan faktual yang tidak sesuai dengan pencatatan resmi. Prosedur
hukum melalui pengadilan menjadi jalur terakhir untuk mencapai kepastian
hukum, setelah upaya mediasi dan verifikasi di tingkat administrasi tidak
berhasil menyelesaikan konflik secara tuntas. Namun apabila setelah
putusan kasasi ditemukan novum atau terdapat alasan lain yang memenuhi
ketentuan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan Peninjauan
Kembali kepada Mahkamah Agung sebagai sarana untuk memperoleh
pemeriksaan ulang terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum
Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini secara substansial menggeser
paradigma penyelesaian sengketa pertanahan yang selama ini cenderung
positivistik, dengan mengedepankan kepastian hukum formal atas kepemilikan
sertipikat. Kasus ini mengafirmasi "teori keadilan substantif' yang berusaha
menyeimbangkan aspek legal formal dengan realitas sosial dan histori penguasaan
tanah oleh masyarakat lokal. Pengakuan atas penguasaan fisik tanah oleh I Wayan
Bulat, meskipun tanpa dasar sertipikat, mencerminkan adanya keberpihakan pada
keadilan agraria yang lebih inklusif. Fenomena ini juga mengindikasikan bahwa
sistem hukum pertanahan Indonesia mulai mengakomodasi prinsip "hak-hak
komunal" atau "hak-hak ulayat modern" yang berkembang dalam konteks global,
di mana penguasaan turun-temurun masyarakat diakui sebagai bentuk kepemilikan
yang sah, bahkan di hadapan klaim formal.

Diperlukan reformasi kebijakan yang lebih adaptif, seperti pembentukan

mekanisme "pendaftaran tanah partisi" atau "pengakuan hak atas tanah berbasis
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B.

komunitas" untuk mengakomodasi realitas penguasaan faktual yang tidak tercatat.
Kasus ini dapat menjadi katalisator bagi perumusan regulasi baru yang tidak hanya
berpegang pada legalitas formal sertipikat, melainkan juga mempertimbangkan
dimensi historis, sosiologis, dan ekonomi dalam penyelesaian sengketa. Konsep
"resolusi konflik berbasis komunitas" (Community-Based Conflict Resolution)
dapat diadopsi sebagai pendekatan awal untuk mencegah eskalasi sengketa serupa
di masa depan, sebelum akhirnya dibawa ke ranah litigasi yang memakan waktu

dan biaya.

Saran
1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menerapkan rencana tata ruang
wilayah yang jelas dan konsisten, memastikan tidak ada penetapan peruntukan
lahan yang bertentangan dengan hak-hak agraria yang telah ada. Penertiban
terhadap praktik penguasaan tanah ilegal atau tidak sesuai peruntukan harus
dilakukan secara tegas dan humanis, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan
ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi dialog
dan musyawarah antara pemilik hak atas tanah dan masyarakat penguasa tanah
untuk menemukan solusi non-litigasi yang berkelanjutan. Pembentukan unit khusus
penanganan sengketa pertanahan di tingkat daerah dapat mempercepat
penyelesaian konflik yang tidak memerlukan intervensi yudisial. Perencanaan
pembangunan berbasis partisipasi masyarakat akan mengurangi potensi konflik di

masa mendatang.
2. Bagi Pemilik Hak Atas Tanah (seperti PT. Jimbaran Hijau)

Pemilik hak atas tanah harus proaktif dalam mengelola aset mereka,
termasuk melakukan pengamanan fisik dan yuridis secara berkala untuk mencegah
penguasaan oleh pihak lain. Komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar
sangat penting untuk menjelaskan batas-batas hak dan rencana pemanfaatan lahan
secara transparan. Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah atau mediasi
harus menjadi prioritas sebelum menempuh jalur litigasi, membangun hubungan
harmonis dengan komunitas lokal. Investasi pada program tanggung jawab sosial

perusahaan (CSR) dapat membangun kepercayaan dan meminimalisir resistensi
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dari masyarakat sekitar. Kepatuhan terhadap regulasi pertanahan dan lingkungan

juga harus dijunjung tinggi demi keberlanjutan investasi.
3. Bagi Masyarakat Penguasa Tanah

Masyarakat penguasa tanah perlu lebih memahami pentingnya legalitas hak
atas tanah dan jalur-jalur resmi untuk memperolehnya. Pemahaman ini akan
membantu masyarakat dalam melindungi hak-hak mereka secara sah dan
menghindari praktik penguasaan tanah ilegal yang berpotensi menimbulkan
sengketa. Partisipasi aktif dalam program pendaftaran tanah atau program reforma
agraria yang diselenggarakan oleh pemerintah harus diutamakan guna mendapatkan
kepastian hukum. Masyarakat harus juga memanfaatkan forum musyawarah dan
mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, menghindari eskalasi konflik
yang merugikan semua pihak. Edukasi hukum pertanahan secara berkelanjutan

perlu ditingkatkan untuk komunitas lokal.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan studi ini dengan menganalisis
putusan-putusan perkara pertanahan lain yang melibatkan objek sengketa serupa,
misalnya Hak Guna Usaha atau Hak Pengelolaan, untuk mendapatkan perspektif
yang lebih luas. Penelitian komparatif antara penyelesaian sengketa di pengadilan
dan melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase, dapat dilakukan untuk
mengidentifikasi efektivitas masing-masing pendekatan. Analisis dampak sosial
dan ekonomi dari putusan pengadilan terhadap komunitas lokal juga menjadi area
penelitian yang menarik. Pengembangan model resolusi konflik agraria yang
adaptif terhadap konteks lokal dan kearifan budaya masyarakat juga relevan untuk
dikaji lebih mendalam. Studi longitudinal dapat melacak perubahan status tanah
setelah putusan pengadilan. Penelitian ini juga dapat diperkaya dengan melibatkan

perspektif dari pakar hukum adat dan sosiolog.
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